
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 9 TAHUN 2024 

TENTANG 

PER BA AN AS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOM OR 59 TAH 
T NTANG P NJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

B PATI TAS IKMALAYA, 

bahwa untuk m en ganggarkan program, kegiatan dan 
s bkegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggar n 2024, 
erdapat penyesuaian program, kegiatan, subkegia tan dan 

rekening belanja yang bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus dan Dana Insentif Fiskal, terdapat pergeseran 
anggaran antar bjek dan rincian objek belanja pada jenis 
belanja dan sub kegiatan yang sarna da larn program dan 
kegiatan SKPD berkenaan serta pemet a n target 
pendapatan asli daerah berda sa rkan Surat Direktur 
J ender Bin a Keua n gan Da erah Kem enteria Dalarn Negeri 
N omor : 900.1. 15. 5 /2 0741 I Keuda Ha l : Hasil Pemetaan 
da n Pem takhira n Klasifika si, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait 
Pajak Daerah dan Retribu si Daerah; 

b . bahwa berda sarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 , pergeseran antarobjek dalarn jenis 
yang sarna, antarrincian objek dalam objek yang sarna, dan 
antarsubrincian objek dalarn rincian objek yang sarna 
dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPDRI, 
untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan kepala 
daerah ten tang Penjabaran APBD danl atau perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan 
APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024; 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemeritahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik In neSla 
Nom or 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangun an Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan J angka Panjang (RPJP) Nasio al Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negar epublik 
Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-u ndangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No or 82, 
Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 
5234) sebagaima na telah beberapa kali diub h terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 2 22 tentang 
Perubahan Kedu a Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pemben tukan Perat ran Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Repu blik Ind on esia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tah un 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu n 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12 3 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerin tah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nom or 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 19 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
20 16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tam ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerin tah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribus i Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881) ; 

13. Peraturan Pemerin tah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daera h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Ta mbahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nom or 6883) ; 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 201 7 tentang 
Pelaksa naan Pencapaia n Tujuan Pem bangunan 
Berkela njutan (Lembaran Nega ra Republik I donesia 
Tahun 201 7 Nom or 136); 

15. Pera tu ran Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 ten tang Rencana Pem bangun a n Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahu n 2020 - 2024 (Lem baran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2020 Nom or 10); 

16 . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah 
diubah dengan Peratura n Presiden Nomor 53 Tahun 2023 
ten tang Perubahan atas Peratura n Presiden Nomor 33 
Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2023 Nomor 
112); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenk latur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik In donesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 1 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 



Menetapkan 

4 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Ta h un 2010 Nom or 7); 

22 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daera h Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10 ); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
20 16 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
2016 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 11 
Tahun 2021 ten t ang Rencana Pembanguna Jangka 
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Ta hun 202 1-2026 (Lembara n Daerah Ka upaten 
Tasikm a laya Tahun 2021 Nomor 11) ; 

2 5 . Peraturan Daera h Kabupa ten Tasikmalaya Nom r 7 Tahun 
2 016 ten ta n g Pem ben tuka n dan Su su nan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Ka bupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daera h Ka bu pa ten Tasikm a laya Tah u n 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikm alaya Nomor 3 Tah u n 2021 
tentang Perubaha n Kedua a tas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ta sikm alaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangka t D erah di 
Lin gku n gan Pem erintah Kabupaten Ta sikma laya (Lembaran 
Daerah Kabu paten Tasikm alaya Tahu n 2021 Nomor 3) ; 

26. Peratura n Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nom or 8 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuan gan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2 022 Nomor 8) ; 

27 . Peraturan Daerah Ka bupaten Ta sikm alaya Nomor 10 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tah un Angga ran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 59 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 
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PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2023 Nomor 59) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 d iubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal2 

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, b elanja daerah, 
dan pembiayaan daerah. 

(2) APBD Tahun Anggaran 2024 b ·umlah 
Rp3.643. 782 . 790 .862,00 (tiga triliun enam ratu s mpat 
puluh tiga m iliar tujuh ratus delapan puluh du a juta 
tujuh ratus sem bilan puluh ribu delapan ratu enam 
puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, 
belanja daerah, dan pem biayaan da erah denga n rincian 
sebagai beriku t: 
a. Pendapata n Daerah 
b . Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 
c . Pembiayaan Daera h 

1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Pembiayaan Neto 

Rp3.446.080. 103 .4 73,00 
Rp3.64 2.607.79 .862,00 
(Rp 196.527.687.389,00) 

Rp197 .702.687.389,00 
Rp 1.1 75 .0 00 .000,00 
RpI 96.527.687.389,00 

Sisa Lebih Pembiayaan An ggaran Tahun Berkenaan 
RpO,OO 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, seh ingga Pa sal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah ta h un anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp3 .446.080 .103.4 73 ,00 (tiga triliun 
empat ratus em pat puluh enam miliar de la p an puluh juta 
sera tus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang 
bersumber dari : 
a. pendapatan a sli daerah; 
b. pendapa tan t ransfer; 
c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasa17 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 
Rp3.059 .759.174.494,00 (tiga triliun lima puluh 
sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta 
seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan 
puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 
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(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp2.850.317.361.294 ,00 (dua triliun de1apan ratus 
lima puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus 
enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat 
rupiah) terdiri dari: 
a. Dana Perimbangan: 
b. Dana Desa. 

(3 ) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana 
dimaksud pa d a ayat (1) huruf b diren canakan sebesar 
Rp209.441.813.200,00 (dua ratus sem bilan miliar 
empat ratus empat pu lu h sa tu juta de1apan ratus tiga 
belas ribu dua ra tus rupiah) terd ir i dari: 
a. Pendapatan Bagi Hasil; 
b. Bantuan Keu angan. 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pa sal9 

Anggaran belanj a daerah tahun anggara 2024 
direncanakan sebesar Rp3.642 .607.790.862,00 (tiga triliun 
enam ratus empat puluh dua miliar enam ratu t juh juta 
tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus en am puluh 
dua rupiah) yang terdiri atas: 
a . Be1anja Operasi; 
b. Belanja Modal; 
c. Bela nja Tidak Terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 

5. Ketentuan Pa sal 10 diubah, seh ingga Pasal 1 berbunyi 
sebaga i berikut: 

Pa sa l10 

(1) Anggaran bela nja operasi sebagaima n a dimaksud 
dala m Pasal 9 huruf a diren cana kan sebesar 
Rp2.641.312 .352.773 ,00 (dua triliu n en a m ratus empat 
pu luh satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus 
lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b . Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja h ibah; dan 
d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp l .456.640.637.568,00 
(satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar enam 
ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh 
ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri 
dari: 
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; 
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif 

Lainnya ASN; 
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
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e. Belanja Gaj i dan Tunjangan KDH/WKDH; 
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 

KDH/WKDH. 
g. Belanja Pegawai BLUD. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana d imaksud pada 
ayat ( 1) huruf b direncanakan se besar 
Rp770.912.736.062 ,OO (tujuh ratus tujuh puluh miliar 
sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh 
enam r ibu enam puluh dua rupiah) terdiri dari: 
a . Belanj a Barang; 
b. Belanja Jasa; 
c. Belanj a Pemelih a ra a n ; 
d. Belanja Perjalanan Din as; 
e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diba gikan 

Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyaraka t ; 
f. Belanja Barang dan Jasa BOS; 
g. Belanja Ba rang dan Jasa BLUD. 

(4) Belanja hibah sebagaimana d imaksud pada yat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp409 .858.9 79 . 143,OO 
(empat ratus s embilan miliar delapan ratus lim a puluh 
delapan juta s embilan ra tus tujuh puluh sembilan ribu 
seratus empat puluh tiga rupiah) terdiri dari: 
a . Belanj a Hibah kepada Pemerinta h Pusat; 
b . Belanja Hibah kepada Badan,Lembag ,Organisasi 

Kemasya ra katan yang Berbadan Hu kum In donesia; 
c. Belanja Hibah Bantu an Keu angan kepa d a Partai 

Politik. 
(5) Belanj a bantuan so sial sebagaimana dima k ud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp3.900.000.000,OO (tiga m iliar sembilan r atus juta 
rupiah) . 

6. Keten tu an Pasal 1 1 diubah, seh ingga Pasal 11 berbunyi 
se baga i beriku t: 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja moda l sebagaima na d imaksud dalam 
Pasal 9 huruf b diren canakan sebesar 
Rp307.139.989 .963 ,OO (tiga ratus tujuh miliar seratus 
tiga pulu h sembilan juta sembilan ratus delapan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), 
yang terdiri a tas: 
a. Belanja Modal Tanah; 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ; 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 
e . Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600 .000.000,OO 
(dua miliar enam ratus juta rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan m e sin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp75.388.565.495,OO (tujuh puluh lima miliar tiga 
ratus delapan puluh delapan ju ta lima ratus enam 
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puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima 
rupiah) terdir i dari: 

Belanja Modal Alat Besar; 
Belanja Modal Alat Angkutan; 
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; 
Belanja Modal Alat Pertanian; 
Belanja Modal Alat Kantor dan Ru mah Tangga; 
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan 
Pemancar; 
Belanja Moda l Alat Kedokteran dan Kesehatan; 
Belanja Modal Alat Laboratoriu m ; 
Belanja Modal Komputer; 
Belanja Moda l Alat Keselama tan Kerja; 
Belanja Modal Peralatan ProsesJ Produksi; 
Belanja Modal Rambu-Rambu; 
Belanja Modal Peralatan Olahraga ; 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 

(4) Belanja moda l gedung dan banguna n s ba aimana 
dimaksud pa d a ayat (1) huruf c direncanaka n sebesar 
Rp 102.251.96 1.868,00 (seratus dua miliar d a ratus 
lima puluh satu juta sembilan ratus enam p luh satu 
ribu delapa n r a tus enam puluh delapan rupia h) terdiri 
dari: 

Belanja Modal Gedun g; 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BL D. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan iriga i seb gaimana 
dimaksud pa d a ayat (1) h u ruf d d irencan an sebesar 
Rp 120.652.984 .000,00 (sera tus dua puluh m iliar enam 
ratus lima pu luh dua juta sembila n ratu s delapan 
pu luh em pa t r ibu rupiah) terdiri dari: 

Belanj a Mod al J a la n dan J em batan; 
Belanja Mod al Bangun an Air; 
Belanja Modal Insta lasi. 

(6) Belanja m od al aset tetap lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) h u ruf e d irenca nakan sebesar 
Rp6.076.681.600,00 (enam miliar tujuh puluh enam 
juta enam ratu s delapan puluh satu ribu enam ratus 
rupiah) terdiri dari: 

Belanj a Modal Bahan Perpustakaa n ; 
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD. 

7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 13A dan 13B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13A 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp 194.965. 187.389,00 (seratus 
sembilan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh 
lima juta seratus delapan puluh tujuh r ibu tiga ratus 
delapan puluh sembilan rupiah) , yan g terd iri atas: 
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a . Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13B 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp2.737.500.000,OO (dua milia r tuj u h ra tus tiga puluh 
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , yang terdiri atas: 

P be una c g 
b . eny rtaan modal dae ah; 
c . Pem bayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 
d . Pemberian pinjama n da erah; dan 
e . Pengeluaran pembiayaan lainnya sesu ai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penyertaan m odal daerah sebagaimana d imaks u d pada 

ayat (1) h uruf b direncanakan sebesar 
Rp2.737.500 .000,00 (du miliar tujuh ratus t iD" puluh 
tujuh juta lim a ratus ribu rupiah dialokasika kepada 
BPR Cipatujah Jabar bersumber dari hiba h Upland 

sa . 

8. Ketentuan ampiran Peraturan upati Tasi a laya Nomor 
59 T 2023 ten ang Pen 'abaran Anggaran Pendapatan 

n Bela j a Da erah Kab paten Tasikma laya Tahun 
Anggar 2024, diubah seh ' gga menjadi sebagaimana 
e a tu a am Lampir n ya ng m erupakan ba gian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

PasalI 

ti ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar seti p 0 g m en betahu inya, emerin ta h kan pengundanga n Peraturan 
Bupati ini en an p n em pa annya dalam Ber 'ta Daerah Ka bu paten Ta sikmalaya. 

Diundangkan 
pada-tanggal, 

MO 
BERITA DAE 

Ditetapkan di Singaparna 
,13 eruari 2024 

AD ZEN 
H KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 9 


